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ABSTRACT

Tax revenue is the most potential income for the country, because the amount taxes
change are related on the movement of population growth, the economy and political stability. To
increase tax revenues, one of which is realized by means of improving the effectiveness tax
administration and tax collection.

The research aimed is to determine the influence of effectiveness of tax administration and
tax collection to tax revenues for the Tax Office DJP West Java region |. The research method
used is descriptive method and verification method. This research is analyzed using multiple linear
regression.

The results of this research show that influence of effectiveness of tax administration and
tax collection against has positive influence tax revenue. This means that if the effectiveness of
tax administration and collection of tax increases, will increase tax revenues. This research
provides empirical evidence that effectiveness of tax administration and tax collection has a
significant influence on tax revenue.

l. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan
negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan
melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana
pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun
semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Maka dari
itulah Suryadi mengemukakan bahwa Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara
yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan ( Suryadi, 2006 ).

Target pajak sulit tercapai , hal itu karena penerimaan pajak badan tidak optimal, padahal
pajak yang berasal dari badan merupakan penerimaan terbesar (Bambang Brodjonegoro, 2013).
Potensi penerimaan pajak Indonesia sebenarnya masih sangat besar karena hingga saaat ini
karena masih sangat banyak wajib pajak yang belum membayar pajak, hal ini yang menjadi salah
satu penerimaan pajak masih tergolong kecil. (Fuad Rahmany, 2014). Jika Penerimaan Negara
dari sektor perpajakan melemah, hal ini disebabkan karena buruknya administrasi perpajakan di
Indonesia (Anwar Nasution, 2009). Dan Hal yang sama disampaikan Direktur Penyuluhan dan
Pelayanan Humas DJP, penerimaan pajak tidak optimal disebabkan oleh adminitrasi perpajakan
yang belum terlaksana dengan sempurna kepada masyarakat hal ini menjadikan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) harus bekerja ekstra keras untuk meningkatkann penerimaan pajak
(Kismantoro,2012).

Dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi, pemerintah harus terus menerus melakukan
perubahan dan perbaikan yang bertujuan agar penerimaan pajak bisa meningkat dan
dimanfaatkan oleh rakyat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar
penerimaan pajak bisa optimal, yaitu kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan
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perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan,
integritas dan moral tinggi), dan sistem administrasi perpajakan yang Tepat (Sony Devano dan Siti
Kurnia Rahayu, 2006:26).

Karena menurut penelitian sebelumnya, Efektivitas administrasi perpajakan merupakan
terlaksananya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat pajak dalam
upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil sehingga tercapainya tujuan
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai target (anggaran)
penerimaan pajak secara optimal (Nurrohman Harimulyono, 2008).

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah Penagihan Pajak, Dalam
pelaksanaan pada umumnya pelaksanaan penagihan pajak sudah baik tetapi masih belum
optimal. Hal tersebut dikarenakan petugas penagihan pajak masih menemukan beberapa kendala
dalam melakukan penagihan pajak diantaranya sering menemukan wajib pajak nakal yang
memang sengaja melarikan diri dan juga banyaknya wajib pajak yang tidak diketahui
keberadaannya menyebabkan tidak dapat dilunasinya tunggakan pajak tersebut (Fuad Rahmany,
2011).

Seperti yang diungkapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara
dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan masih belum optimal, hal tersebut terlihat
dalam proses penagihan pajak sering menemukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi
tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut
mengakibatkan penerimaan pajak tidak terealisasi atau tidak sesuai target, oleh sebab itu
pihaknya optimistis mampu mengejar target penerimaan pajak dengan menerapkan law
enforcement melalui penagihan pajak seperti melayangkan surat tagihan pajak, penyitaan,
pelalangan hingga pemblokiran rekening bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak (Reny
Ravaldini, 2013).

Penagihan pajak diharapkan menjadi ujung tombak KPP dalam menghimpun penerimaan
pajak. Namun dalam kenyatannya dalam pelaksanaan penagihan pajak dari diterbitkannya surat
teguran sampai dilakukan penyitaan masih ditemukan wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan
pajaknya tersebut (Darmin Nasution , 2009).

Sebuah Fenomena dimana penagihan pajak selama ini belum optimal. Direktorat jendral
Pajak akan memperbaiki kinerja penagihan agar penerimaan pajak lebih baik (Mochamad
Tjiptardjo, 2010) Memperbaiki kinerja dengan cara tindakan penagihan pajak dilakukan
berdasarkan UU No 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa,
disamping itu penagihan pajak juga diatur dalam UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, dalam pasal 18 menyebutkan bahwa surat tagihan pajak, surat
ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan
pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak (Amin Purnawan, 2004).

Karena adanya Undang-Undang maka kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak
harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi Undang-Undang memberikan hak kepada negara untuk
memaksa (Soemarso, 2007). Masih menurut Soemarso (2007) tindakan memaksa tercantum
dalam pasal-pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan
pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian ini
dengan mengambil judul “Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proyeksi pengaruh efektivitas administrasi pajak perpajakan dan penagihan
pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah DJP
Jawa Barat .

2. Seberapa besar pengaruh efektivitas administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah DJP Jawa Barat I.

3. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah DJP Jawa Barat I.
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa
penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data dan informasi serta untuk
mencari kebenaran terkait dengan efektivitas administrasi perpajakan dan penagihan pajak
terhadap penerimaan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis proyeksi pengaruh efektivitas administrasi pajak perpajakan dan
penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan terhadap
penerimaan pajak.

3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan
pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Praktis

kegunaan praktis diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada KPP yang
berada di wilayah Jawa Barat I, supaya bisa membantu dalam memecahkan masalah-masalah
yang ada mengenai adminsitrasi perpajakan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis
Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam mengkaji
ilmu tentang perpajakan serta dapat mengaplikasikannya di dunia kerja.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi dan diharapkan dapat mengembangkan
mengenai administrasi perpajakan, penaguhan pajak dan penerimaan pajak

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Efektivitas Administrasi Perpajakan
Administrasi Perpajakan menurut Liberti Pandiangan (2008:15), adalah:
“Administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur vyaitu peraturan perundang-
undangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara
bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu”.
Indikator administrasi perpajakan menurut Carlos A. Silvani (1992) yang dikutip oleh Siti
Kurnia Rahayu (2010:93), adalah:

“Dengan Administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan
menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak
tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan menigkatkan
jumlah penerimaan pajak”.

2.1.2 Penagihan Pajak

pengertian Penagihan Pajak menurut Gatot S.M Faisal (2009:210) adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan
administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang
pajaknya”.

Indikator penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186), yang dijadikan sebagai
dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP)



“Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat
Ketetapan Pajak dalam penagihan pajak yang tercantum dalam STP, dapat juga dilakukan
penagihan dengan Surat Paksa (UU No. 19/ 1990)”

2.1.3 Penerimaan Pajak
Pengertian penerimaan pajak menurut pendapat Siti Kurnia Rahayu (2010:52-54) adalah
sebagai berikut:

“Penerimaan pajak merupakan Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat
dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana,
guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak,
hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan
sebagainya. Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan
bukan pajak”.

Indikator penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186),

“Penerimaan Pajak Negara (Pajak Pusat) meliputi:
1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
6.Penerimaan Negara yang berasal dari Migas (Pajak dan Royalty)”.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak adalah Hasil

seluruh penerimaan pajak pajak setiap tahunnya pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I.

2.2 Kerangka Pemikiran
2.2.1 Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:93), administrasi perpajakan berperan penting dalam
sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang
diharapakan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi
perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang
dipilih.

Sama hal nya menurut Nurrohman Harimulyono (2008), efektivitas administrasi perpajakan
merupakan terlaksananya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat
pajak dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil sehingga
tercapainya tujuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai
target (anggaran) penerimaan pajak secara optimal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Harimulyono (2008), efektivitas administrasi perpajakan
berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas
administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo (2000:238), Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu
perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat
besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiataan pencairannya,
namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin
meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan

Sedangkan menurut Soemarso (2007:3), Kewajiban Pajak muncul pada sisi wajib pajak,
karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang akan
memberikan hak kepada negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum pada pasal-pasal
yang menyangkut penagihan pajak. tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak
adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi.

Dan ada juga penelitian menurut Zakiyah M syahahab dan Hantoro Arief Gijianto (2008),
Penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
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penghasilan (PPh) badan di KPP kanwil DJP jakarta Pusat dari ketiga variabel yang diteliti,
ternyata 2 varibel yang signifikan terhadap penerimaan pajak PPH Badan. Jadi penagihan pajak
dan surat paksa secara parsial maupun simultan berpengaruh secara signifikan terhadap
penerimaan pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian
H1 : Efektivitas administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
Hz: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Ill. OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu
yang objektif, valid dan realible. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah efektivitas administrasi
perpajakan, penagihan dan penerimaan pajak.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan
pendekatan kuantitatif

Metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis
yang telah dikemukakan para ahli mengenai pengaruh Efektivitas Administrasi Pajak dan
penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik
yaitu Model regresi linear berganda berbasis variance . Pertimbangan menggunakan model ini,
karena kemampuannya untuk memproyeksikan pengaruh variabel variabel bebas terhadap
varisbel terikat

3.2.1 Desai Penelitian
Definisi desain penelitian menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa :
“Desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan
penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses
penelitian, hal ini penting karena desain penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan
data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan
penelitian dan sebagai alat untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian”.
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama di wilayah Kanwil
Jawa Barat |. Time horizon yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series. Menurut
Sugiyono (2012:78) studi one shoot atau cross sectional didefinisikan sebagai berikut :
“Time series design adalah desain peneitian yang bermaksud mengetahui kestabilan dan
kejelasan suatu, keadaan, yang tidak menentu dan tidak konsisten”.

3.2.2 Operasional Penelitian
Berdasarkan judul penelitian yang dikemukakan diatas yaitu “Pengaruh Efektivitas
Administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak”. Dimana variabel-
variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel Bebas / Independent (X)
Pengertian variabel independent menurut sugiyono (2012:59) menyatakan bahwa :
“Variabel independent adalah variabel yang yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat)”
Maka yang menjadi variabel independent atau variabel bebas pada penelitian ini adalah
Efektivitas Administrasi Perpajakan(Xi1) dan Penagihan Pajak(Xz).
2. Variabel terikat / Dependent (Y)
Pengertian variabel dependent menurut Sugiyono (2012:59) menyatakan bahwa :



“Variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena

adanya variabel independent (bebas)”

Maka yang menjadi variabel dependent atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah
Penerimaan Pajak.

3.3 Populasi dan Penarikan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi
syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian, maka yang menjadi populasi
dalam penelitian ini jumlah wajib pajak yang terdaftar, Jumlah Penerbitan Surat Tagihan Pajak
dan penerimaan pajak yang terdapat 10 KPP yang terdaftar di Kanwil Jabar 1.
2. Sampel
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maka metode pengambilan
sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Sampling purposive, teknik sampling
purposive menurut Sugiyono (2012:126) menyatakan bahwa:
“Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”
Dalam penelitian ini sampel yang diambil seluruh populasi adalah data-data berupa jumlah
Wajib Pajak yang Terdaftar, jumlah lembar surat tagihan pajak (STP), dan jumlah penerimaan
pajak dari tahun 2009-2013 yang terdapat di 10 KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa
Barat I.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:188) adalah sebagai berikut:
“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian
karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data”.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi
lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (Library Research).
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
a. Pengamatan (Observasi)
Peneliti datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP
Jawa Barat | untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu ke Bagian P2 Humas.
b. Wawancara (Interview)
Cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis
dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
c. Dokumentasi
Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada
perusahaan. Adapun dokumen-dokumennya adalah Jumlah wajib pajak yang terdaftar,
Jumlah realisasi penerbitan surat tagihan pajak dan realisasi penerimaan dari tahun 2009-
2013, struktur organisasi dan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di
Wilayah DJP Jawa Barat I.
2. Penelitian kepustakaan (Library Reseach)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara
mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (text book),
peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-
penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti

3.5 Metode Pengujian Data
3.5.1 Metode Analisis

Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah
diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data
kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,
memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh sendiri maupun oleh orang lain. Peneliti melakukan analisa terhadap data
yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.
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Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu
dengananalisi regresi linear berganda
Menurut Sugiyono (2011:260):
“Analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai
variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan.*
Persamaan regresinya sebagai berikut :

[ Y=a+biXi+by X ]
Sumber: Sugiyono (2010)

Dimana:

Y = variabel tak bebas (Penerimaan Pajak)

a = bilangan berkonstanta

b1,b2 = koefisien arah garis

X1 =variabel bebas (Efektivitas Administrasi Perpajakan).
X2 =variabel bebas (Penagihan Pajak).

Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan (variabel X1) dan Penagihan
Pajak (variabel X2) terhadap Penarimaan Pajak (variabel Y) dapat diketahui dengan
menggunakan teknik analisis data statistik.

1. Uji Asumsi Klasik

2. Analisis Regresi Linear Berganda

3. Uji Korelasi

4. Koefisien Determinasi

3.5.2 Pengujian Hipotesis
Suatu uji hipotesis biasanya melibatkan tahapan-tahapan berikut :
1. Menetapkan hipotesis yang akan diuji
Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian
ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :
a) Hipotesis 1
Hipotesis kesatu antara variabel bebas Efektivitas Administrasi Perpajakan terhadap
variabel terikat Penerimaan pajak.
Ho: Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Efektivitas Administrasi
Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.
Ha: Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Efektivitas Administrasi
Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.
b) Hipotesis 2
Hipotesis kedua antara variabel bebas Penagihan Pajak terhadap variabel terikat
Penerimaan pajak
Ho:  Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Penagihan pajak terhadap
Penerimaan Pajak.
Ha:  Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Penagihan pajak terhadap
Penerimaan Pajak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.2 Analisis Deskriptif
4.1.2.1 Analisis Deskriptif Efektivitas Administrasi Perpajakan

Efektivitas Administrasi Perpajakan melalui jumlah wajib pajak yang terdaftar di 10 KPP
dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Angka terendah terjadi pada KPP Pratama Sumedang
setiap tahunnya dan angka tertinggi terjadi pada KPP Pratama Cimahi. Secara total keseluruhan
dari 10 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah DJP Jawa Barat 1 setiap tahunnya mengalami kenaikan
hal ini disebabkan banyak perusahan yang memperketat persyaratan calon karyawannya harus
memiliki NPWP serta pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 20,13%



4.1.2.2 Analisis Deskriptif Penagihan Pajak

Penagihan Pajak melalui penerbitan Surat (STP) yang terdaftar di 10 KPP dari tahun 2009
sampai dengan 2013. Angka terendah terjadi pada KPP Pratama Sumedang pada tahun 2011
yaitu sebanyak 108 STP dan angka tertinggi terjadi pada KPP Pratama Brojonegara pada tahun
2009 yaitu sebanyak 392 STP. Secara total keseluruhan Pada tahun 2011 terjadi penurunan
peneribitan surat tagihan pajak yang disebabkan oleh program Sensus Pajak Nasional (SPN)
sensus pajak nasional dimana pada tiap KPP yang lebih memprioritaskan program tersebut, yang
memakan waktu dan hampir semua petugas bagian penagihan ikut terlibat karena masih
minimnya petugas sehingga memiliki tugas lain diluar bagiannya yang memyebabkan kurang
optimalnya penagihan pajak melaui STP. Serta dari semua Kantor Pelayanan Pajak secara
kesuluruhan bereda-beda setiap tahunnya terjadi kenaikan dan penurunan atau penerbitan Surat
Tagihan Pajak berfluktuatif setiap tahunnya.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Hasil penerimaan pajak berdasarkan Realisasi total penerimaan dari tahun 2009 sampai
dengan 2013 yang terdaftar pada 10 KPP angka penerimaan pajak terendah terjadi pada KPP
Sumedang Tahun 2009 sebesar Rp.133.149.674.321 Milyar dan angka tertinggi terjadi pada KPP
Pratama Cibeunying Tahun 2013 sebesar Rp.1.262.728.123.155 secara total keseluruhan dari
semua kantor pelayanan pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan total
angka penerimaan pajak, dimana semua itu diperoleh dari penagihan pajak yang cukup efektif
menagih para Wajib Pajak Badan untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Dan juga
membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sehingga berimbas pada
penerimaan.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.1 Hasil Pengujian Asusmi Klasik

1)Uji Asumsi Normalitas
Berdasarkan tabel output uji kolmogorov smirnov, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-
tailed)) pada masing-masing variable sebesar 0,405; 0,119 dan 0,946. Ketiga nilai signifikansi
(Asymp. Sig. (2-tailed)) tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data
populasi berdistribusi normal sehingga sudah memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji multikolinearitas
Berdasarkan hasil output coefients, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai
tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 yaitu sebesar 0,672> 0,1 dengan nilai
VIF sebesar 1,489< 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah
multikolinieritas, maka model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian
regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan pengujian dengan metode scatter plot diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar
secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka
nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan
masalah heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi
Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunaan metode run test. Dari data yang disajikan pada
tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi residual yang diperoleh sebesar 0,253. Nilai ini lebih
besar dari 0,05, sesuai dengan kriteria pengujian bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran
autokorelasi.

4.1.3.2 Persamaan Regresi Linear Berganda
Berdasarkan hasil output SPSS terlihat nilai koefesien regresi pada nilai Unstandardized
Coefficients “B”, sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y =284944036,427+2813013,462X1 + 9912210022,608X2



Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan
sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar 284944036,427 memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas (X)
yakni efektivitas administrasi perpajakan dan penagihan pajak bernilai O (nol) dan tidak ada
perubahan, maka penerimaan pajak yang akan didapat sebesar Rp.284.944.036,427

b. Nilai efektivitas administrasi perpajakan (X1) sebesar 28113013,462 memiliki arti bahwa jika
efektivitas administrasi perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) sedangkan
variabel penagihan pajak konstan, maka penerimaan pajak yang akan didapat sebesar
Rp.28.113.013,462

c. Nilai penagihan pajak (X2) sebesar 9911221002,608, memiliki arti bahwa jika penagihan
pajak mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) sedangkan variabel efektivitas administrasi
perpajakan konstan, maka penerimaan pajak yang akan didapat sebesar
Rp.9.911.221.002,608.

4.1.3.3 Analisis Korelasi
a. Analisis Korelasi antara Efektivitas Administrasi Perpajakan (X1) dengan Penerimaan Pajak

(Y)

Nilai korelasi yang diperoleh antara efektivitas administrasi perpajakan dengan penerimaan
pajak adalah sebesar 0,618. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa adanya
hubungan positif antara efektivitas administrasi perpajakan dengan penerimaan pajak, dimana
semakin tinggi efektivitas administrasi perpajakan maka akan diikuti oleh semakin tingginya
penerimaan pajak. sedangkan nilai korelasi sebesar 0,618 menurut Sugiyono (2010:250) berada
pada interval 0,60 - 0,799 termasuk tergolong kuat.

b. Analisis Korelasi antara Penagihan Pajak (X2) dengan Penerimaan Pajak (Y)

Nilai korelasi yang diperoleh antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak adalah
sebesar 0,547. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa adanya hubungan positif
antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak, dimana semakin tinggi penagihan pajak maka
akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak. sedangkan nilai korelasi sebesar 0,547
menururt Sugiyono (2010:250) berada pada interval 0,40 - 0,599 termasuk tergolong sedang.

4.1.3.4 Persamaan Koefisien Determinasi
Berikut disajikan hasil pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan
rumus beta X zero order :
1. Variabel X1= 0,453 x 0,618 = 0,2799 atau 27,9%
2. Variabel X2= 0,288 x 0,547 = 0,158 atau 15,8%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa dari total pengaruh yang didapat sebesar
43,7%, ternyata sebesar 27,9% diberikan oleh efektivitas administrasi perpajakan (X1) dan sisanya
sebesar 15,8% diberikan oleh penagihan pajak (X2). sisanya sebesar 100%-43,7% = 56,3%
merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain diluar penelitian.

4.1.3.4 Pengujian Hipotesis
Untuk menjawab masalah penelitian selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh parsial
variabel eksogenus (variabel bebas) terhadap variabel endogenus (variabel terikat) sesuai dengan
hipotesis yang ada.
1. Pengujian Hipotesis Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Uji t)
Dari tabel uji hipotesis diperoleh nilai thiwung untuk efektivitas administrasi perpajakan (X1i)
sebesar 3,389 dengan nilai tiabel Sebesar 2,012. Dikarenakan nilai thiung lebih besar dari nilai
traber (3,389>2,012) dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak, artinya efektivitas
administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
2. Pengujian Hipotesis Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Uji t)
Dari tabel uji hipotesis diperoleh nilai tnitung untuk penagihan pajak(Xz) sebesar 2,154 dengan
nilai tiavel Sebesar 2,012. Dikarenakan nilai thitung Kurang dari nilai tuabel (2,154>2,012) dengan
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nilai signifikansi 0,036< 0,05 maka Ho ditolak, artinya penagihan pajak berpengaruh signifikan
terhadap penerimaan pajak

4.2. Pembahasan
4.2.1 Proyeksi Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Penagihan Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak
Hasil analisis pesamaaan regresi linear berganda adalah Y=284944036,427 +
2813013,462X1 + 9912210022,608X2 yang memiliki nilai positif disetiap varaiabelnya yang
menunjukan efektivitas administrasi pajak dan penagihan pajak mengalami peningkatan maka
penerimaaan pajak akan mengalami peningkatan. Hasil dari nilai koefisien regresi X1 sebesar
28113013,462 yang artinya ketika efektivitas administrasi perpajakan terjadi peningkatan
sementara penagihan pajak konstan, maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan
sebesar Rp.28.113.013,462 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah DJP Jawa Barat |.

Hasil dari nilai koefisien regresi X2 sebesar 9911221002,608 yang artinya ketika penagihan
pajak terjadi peningkatan sementara efektivitas administrasi perpajakan konstan, maka
penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.911.221.002,608 pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah DJP Jawa Barat I.

Meskipun pada tabel surat tagihan pajak tidak terjadi kenaikan setiap tahunnya atau
bersifat fluktuatif berbanding terbalik dengan penerimaan yang selalu naik setiap tahunnya,
disebabkan setiap penerbitan satu lembar surat tagihan pajak (STP) kepada wajib pajak memiliki
angka nominal rupiah yang berbeda-beda, dimana angka nominal rupiah surat tagihan pajak
secara umum selama dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tetapi tidak dicantumkan dalam
penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung landasan teori dimana, sistem pepajakan yang baik
dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efeisien dengan sasaran
penerimaan pajak yang optimal (Siti kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010) dan terlaksananya
penagihan pajak melalui pasal-pasal penagihan pajak untuk memastikan bahwa penerimaan pajak
oleh negara dapat dipenuhi.(Soemarso, 2007)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mendukung hasil penelitian ini menyatakan
bahwa apabila terjadi peningkatan pada efektivitas administrasi perpajakan maka akan
meningkatkan penerimaan pajak (Nurrohman Harimulyono, 2008). Serta penelitian lainnya
Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama di Kanwil Jawa Barat I. (Ayu Yudiawati, 2013) Senada dengan hasil penelitian tersebut,
dalam penelitian ini pun menghasilkan hal yang sama dimana semakin efektivitas administrasi
perpajakan dan semakin sering pelaksanaan penagihan pajak maka penerimaan pajak akan
meningkat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I.

4.2.2 Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari nilai korelasi yang diperoleh antara efektivitas administrasi perpajakan dengan
penerimaan pajak adalah sebesar 0,618. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa
hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel bebas adalah searah. Dimana
semakin efektif administrasi perpajakan, maka akan diikuti pula oleh semakin meningkatnya
penerimaan pajak. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,618 termasuk
kedalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam rentang interval antara 0,60 - 0,799
(Sugiyono,2010).

Hasil dari koefisien determinasi efektivitas administrasi perpajakan memberikan pengaruh
sebesar 27,9%, yang berarti efektivitas administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang
signifikan sebesar 27,9% terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di
Wilayah DJP Jawa Barat |. Kemudian dilihat dari nilai signifikansi efektivitas administrasi
perpajakan terhadap penerimaan pajak dari tabel 4.14 di atas terlihat bahwa nilai t-nitung untuk
variabel efektivitas administrasi perpajakn sebesar 3,381 lebih besar nilai t-tanel Sebesar 2,012
sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa Ho ditolak Ha diterima, artinya efektivitas
administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah DJP Jawa Barat I.
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Berdasarkan fenomena yang terjadi adalah penerimaan pajak yang tidak optimal
disebabkan oleh adminitrasi perpajakan yang belum terlaksana dengan sempurna
(Kismantoro,2012). Serta Penerimaan Negara dari sektor perpajakan melemabh, hal ini disebabkan
karena buruknya administrasi perpajakan di Indonesia (Anwar Nasution, 2009). Hal ini terbukti
pada penelitian lapangan Dengan Penambahan jumlah Wajib Pajak yang merupakan prosedur
pengenaan pajak secara signifikan akan menigkatkan jumlah penerimaan pajak. Administrasi
perpajakan yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas
bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar.

Hasil penelitian ini mendukung landasan teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai
pengaruh efektivitas administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak, dimana administrasi
perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat
dengan sukses mencapai sasaran yang diharapakan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang
optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem
perpajakan disuatu negara yang dipilih (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Serta mendukung hasil
penelitian terdahulu yang terbukti bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan
wajib pajak daerah berperan signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, dengan
arah positif. oleh (Ulam Sinaga ,2011) Senada dengan hasil penelitian tersebut, dalam penelitian
ini pun menghasilkan hal yang sama dimana efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh
terhadap penerimaan pajak.

4.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari nilai korelasi yang diperoleh antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak
adalah sebesar 0,547. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang
terjadi antara variabel bebas dengan variabel bebas adalah searah. Dimana semakin penagihan
pajak, maka akan diikuti pula oleh semakin meningkatnya penerimaan pajak. Berdasarkan
interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,547 termasuk kedalam kategori hubungan yang
sedang, berada dalam rentang interval antara 0,40 - 0,599 (Sugiyono,2010).

Hasil dari koefisien determinasi penagihan pajak memberikan pengaruh sebesar 15,8%,
yang berarti efektivitas administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan sebesar
15,8% terhadap pernerimaan pajak pada Kantor Peayanan Pajak Pratama di Wilayah DJP Jawa
Barat | . Kemudian dilihat dari nilai signifikansi efektivitas administrasi perpajakan terhadap
penerimaan pajak dari tabel 4.14 di atas terlihat bahwa nilai t-nitung untuk variabel penagihan pajak
sebesar 2,154 lebih besar nilai t-aer Sebesar 2,012 sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis
bahwa Ho ditolak Ha diterima, artinya efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap penerimaan pajak Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah DJP Jawa
Barat I.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pelaksanaan penagihan pajak sudah baik tetapi masih
belum optimal. Hal tersebut dikarenakan petugas penagihan pajak masih menemukan beberapa
kendala dalam melakukan penagihan pajak menyebabkan tidak dapat dilunasinya tunggakan
pajak tersebut (Fuad Rahmany, 2011). Untu itu, pihak KPP menerapkan law enforcement melalui
penagihan pajak seperti melayangkan surat tagihan pajak,surat teguran, penyitaan, pelalangan
hingga pemblokiran rekening bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak (Reny Ravaldini,
2013). Sesuai penelitian salah satu yang yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak
yang merupakan dasar penagihan pajak terlihat pada pengaruhnya terhadap penerimaan pajak
pada tabel 4.4 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini mendukung landasan teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai
pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, dimana Penagihan pajak berhubungan
terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu
menunjukan jumlah yang sangat besar, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak
di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan
penagihan (Waluyo 2000) Serta mendukung hasil penelitian terdahulu yang menyatakan
Penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap
penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan (Zakiah M Syahab, 2008) Senada dengan hasil
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penelitian tersebut, dalam penelitian ini pun menghasilkan hal yang sama dimana penagihan pajak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh efektivitas administrasi
perpajakan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Wilayah DJP Jawa Barat |, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Proyeksi pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan penagihan pajak terhadap
penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa
Barat | menunjukan bahwa semakin efektifnya administrasi perpajakan dan meningkatnya
pelaksanaan penagihan, maka akan diikuti pula oleh semakin meningkatnya penerimaan
pajak begitu juga dengan keadaan sebaliknya jika terjadi penurunan.

2) Efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Wilayah DJP Jawa Barat |, semakin sering efektif administrasi
perpajakan maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Masalah penerimaan pajak tidak
optimal terjadi karena sistem adminitrasi perpajakan selama ini belum efektif ditandai dengan:
a) Kondisi ekonomi melemah yang di beberapa daerah dikarenakan berkurangnya

masyarakat yang membuka usaha badan baru dan pekerjaan dengan penghasilan tetap.
b) proses pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak yang dilaksanakan masih sulit
dipahami, lama dan berbelit membuat administrasi pepajakan belum efektif.
3) Penagihan Pajak pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Wilayah DJP Jawa Barat I. Semakin insentif pelaksanaan penagihan pajak
akan semakin meningkatkan penerimaan pajak. Masalah pada penerimaan pajak yang masih
belum terealisasi penuh terjadi karena penagihan pajak belum optimal ditandai dengan
a) surattagihan pajak yang diterbitkan tidak sampai kepada Wajib Pajak dikarenakan alamat
sudah berpindah atau meninggal dunia, serta alamat ahli waris tidak diketahui, karena
tidak ada konfirmasi dari Wajib Pajak tersebut.

b) Petugas penagihan yang masih banyak mendapat wewenang tugas diluar bagian
penagihan karena kurangnya petugas KPP yang menyebabkan petugas memiliki tugas
diluar bagiannya.

5.2 SARAN
5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh efektivitas
administrasi pajak dan penwagihan pajak terhadap penerimaan pajak, maka penulis akan
memberikan beberapa saran yang diharapkan dengan penelitian ini bisa membantu dalam
mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan yaitu:

5.2.1 Saran Praktis
1) Efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jawa Barat |. Untuk terlaksananya administrasi pajak

dengan sempurna untuk penerimaan pajak yang optimal maka KPP Pratama di wilayah DJP

Jawa Barat 1 perlu memberi perhatian khusus terhadap proses administrasi perpajakan dengan

hendaknya :

a) KPP rutin melakukan Program Sensus Pajak Nasional (SPN) secara berkala, agar data
selalu akurat. Kerena sangat cepat berubah, seperti pertumbuhan penduduk, pertambahan
jumlah perkantoran, peningkatan harta kekayaan WP.

b) Meningkatkan intensitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) Antara lain
bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga dan asosiasi,
serta pihak lain dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
mendaftar menjadi wajib pajak .
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2) Penagihan memiliki pengaruh dalam penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
di Wilayah Jawa Barat I. untuk dalam proses terlaksnanya penagihan pajak yang optimal maka
diharapkan setiap KPP Pratama Wilayah DJP Jabar | hendaknya:

a) Tegas dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak dengan menggunakan
surat tagihan pajak karena sudah berdasarkan hukum.

b) Sebaiknya pihak kpp terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan yaitu pada saat wajib
pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP karena agar alamat wajib pajak yang
sebenarnya dapat diketahui lebih mudah., mempertegas aturan yang ada terhadap wajib
pajak

¢) Meningkatkan kuantitas maupun kualitas bagian penagihan pajak setiap Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) dengan menambah petugas terhadap masing—masing sehingga dapat
menjalankan wewenang dangan efektif.

5.2.2 Saran Akademis

a. Bagi pengembangan ilmu terkait pengaruh efektivitas administasi perpajakan dan penagihan
pajak terhadap penerimaan pajak, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam
pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya pada bagian perpajakan. sama ataupun
berbeda tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda

b. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk
menambah indikator ataupun variabel lain, metode yang agar diperoleh kesimpulan yang
mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh
peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.
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Tabel 3.1
Desain Penelitian

Desain Penelitian
Tujuan
Penelitian Jenis Penelitian Me'tode vang Unit Analisis | Time Horizon
Digunakan
T1 Descriptive and Descriptive and Wilza::\O[r) P Time series
Verificative Eksplanatory Jaw;l Barat |
Survey
Descriptive and Descriptive and Kantor Time series
T-2 Iptive Eksplanatory Wilayah DJP
Verificative
Survey Jawa Barat |
Tabel 4.8
Koefisien Regresi Berganda
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
| Model B Std. Error Beta t Sig.
| {Constant) 284044036,427 | 92585387100,3 ,003 ,998
Efektivitas Administrasi Pajak 2813013,462 330070,521 453 3,389 ,oo1
Penagihan Pajak 001221022,608 | 460204303971 ,288 2,154 036
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Tabel 4.9
Koefisien Korelasi X;dengan Y
Correlations
Efektivitas
Administrasi Penerimaan
Pajak Pajak
Efektivitas Administrasi Pearson Correlation 1 618
Pajak Sig (2-tailed) 000
N 50 50
Penerimaan Pajak Pearson Cortrelation 618 1
Sig. (2-taled) ,000
N 50 50

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Tabel 4.10
Koefisien Korelasi X, dengan Y

Correlations
Penagihan Penerimaan
Pajak Pajak
Penagihan Pajak  Pearson Correlation 1 547
Sig. (2-tailed) ,000
N 50 50
Penerimaan Pajak  Pearson Correlation ,547w 1
Big. (2-tailed) ,000
N 50 50
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
TABEL 4.11
Koefisien Determinasi
Coefficients®
Standardized
Coefficients Coirelations
Model Beta Zero-order
| Efeltivitas Administrasi Pajak 453 618
Penagihan Pajak ,288 347
a. Depencdent Variable: Penerimaan Pajak
Tabel 4.12
Pengujian Hipotesis
Coefficients”
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Etvor Beta t Sig.
1 {Constant) 234944036,427 | 92585387100,3 ,003 ,998
Efeldivitas Administrasi Pajak 2813013462 830070,521 453 3,389 ,001
Penagihan Pajak 991221022,608 | 460204303971 288 2,154 036

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
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